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TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FORMAL, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2),
Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk
Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Pasal 13
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal,
Pendidikan  Dasar, Pendidikan Menengah, dan
Pendidikan Tinggi;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Unit
Layanan Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini Formal,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di
Kabupaten Tabalong;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
[T Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



-

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6473);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik
yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar
Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 460);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal,
Pendidikan  Dasar, Pendidikan Menengah, dan
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 612);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun




Menetapkan
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2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 03);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 07);

20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Anak usia
Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan  kebijakan  Kementerian  Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Layanan
Disabilitas;

. melakukan analisa kebutuhan;

. menyediakan data dan informasi;

. memberikanrekomendasi;

. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
melaksanakan pendampingan; dan

g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Unit Layanan Disabilitas menyelenggarakan
fungsi:

a. meningkatkan  kompetensi  Pendidik dan  Tenaga
Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan
teknis;

b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik
Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran
proses pembelajaran;

c. mengembangkan program kompensatorik (bentuk adaptasi
dalam proses belajar dan evaluasi) bagi Peserta Didik
Penyandang Disabilitas;
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d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang
diperlukan oleh Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta
Didik Penyandang Disabilitas;

f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan
akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang
Disabilitas;

. menyediakan layanan konsultasi, dan

.mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga
lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

o prs!

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Unit Layanan
Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal £ rter zozF

Pj. BUPATI TABALONG,

A ol

LHAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

di Tanjung.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Anggota Unit yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ [}

/2024

TANGGAL § Wi 9o

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FORMAL, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DI KABUPATEN TABALONG
NO. JABATAN DALAM DINAS/NAMA JABATAN DALAM UNIT
Bupati Tabalong Penanggung Jawab
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Pengarah
3. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator
Kabupaten Tabalong
4. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua
Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Sekretaris
dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
6. |Jabatan Fungsional di Bidang SMP Dinas Bendahara
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong
7. | Seluruh Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Anggota
Kebudayaan Kabupaten Tabalong
8. | Seluruh Kasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
Kabupaten Tabalong
9. | H. Akhmad Sayuti, S. Pd, M. Pd Koordinator Layanan Penelitian
dan Pengembangan
: g Koordinator Layanan Pelatihan
10. | Sri yustina, S. Pd Aan Ristdle
’ N Koordinator Layanan Tes
11. | Hj. Saudah, S. psi, Psikolog Paikologi
12. | H. Shopia Elhadi, S. Ag, M. Pd Koordinator Layanan Vokasi
13. | Irmi Rusida, S. Pd Koordinator Layanan Asesmen
14. | Heny Septiana Dewi, S. Pd Koordinator Layanan Intervensi
terpadu
15. | Nina Zurdiana, S. Pd, MM Koordinator Layanan Informasi
dan Kehumasan
16. | Ridawati, S. Pd Koordinator Layanan Keluarga
dan Masyarakat
17. | Afini Tri Indrati, S. Psi AN — gl RIS
Psikolog
; . Tenaga  Fungsional  Khusus
18. | Atika Rahmawati PAUD
Koordinator Layanan Informasi
19. | Rambat, S. Pd, SD dan Kehumasan wilayah Utara
. Koordinator Layanan Informasi
20. | M. Hidayatullah, S. P :
idpyatyiian, S Pd dan Kehumasan wilayah Selatan
21. | Robi Fazriannoor, S. Pd Koordinator Layanan Informasi

dan Kehumasan wilayah Tengah

Pj. BUPATI TABALONG,

WA aot

A,,_ HAMIDA MUNAWARAH
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